BUPATI HEJIHG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR £¢2 TAHUN 2018

TENTANG

[ KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA ]
D G

I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a
© Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,

perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang

Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Llngkungan Pemerintah

Kabupaten Rejang Lebong.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan FPropinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4, Uadang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara RepuBlik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
~ 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679,
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6. Peraturan Pemerintah Nomoer 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nemor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan  Pemerintahan di Propinsi _ Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomaor
g;:j'rﬂmbahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4l

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
_Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan
“Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
[ll-té!]::tbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

q2); I

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

*  Negara Republik Indonesia Nomor 5135];

10, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Megara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
; 234, Tambahan Lembaran Nomor 6264,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13: Peraturen Daecrah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
. NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG
LEBONG

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah menurut asas
alonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

1945 ud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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3 pemerintah  Daerah  adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara

" pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang merijadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong, .

| Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyclenggaraar

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DFRD,

dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya  disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong _

10. Bagian Administrasi Hukum adalah Bagian Administrasi Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;

11, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawsian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap ol¢h pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang selanjutnya disingkat PPPK
adalah werga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangla waktu tertentu dalam
rangka melaksanalan tugas pemerintahan.

14. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan,
kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan
rasa memiliki-Organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Etika adalah nilai-nilai moral yvang mengikat seseorang atau sekelompok
orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapan.

16. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan vang dilakukan oleh
pegawai sebagai bentuk respon terhadap stimulus perilaku atau objek
tertentu yang melibatlkan faktor pendapat dan emosi.

17. Perilalm adalah setiap tindakan, aktivitas, perkataan pegawai yang
dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika dan norma vang sifatnya
('apat diamati_, diga.mbarkan_ dan dicatat serta memiliki dampak terhadap

ungan fisik maupun sosial.

18. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan
oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.

19. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau didengar
oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio
tele:l.riai, rekaman atau alat komunikasi lainnya. ' ’

Qﬂ'?ﬂ;h‘:nh:dﬂlﬂ-h pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik

{am bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan
i lain-lain yang serupa dengan itu.
-Hode Etik ASN yang stlanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap,
perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN di dalam melaksanakan tugas
ng ﬁk dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-har,
'p:dDmEaﬂls;‘rﬂfEEi_&EH yang selanjutnya disebut Kode Etik Profesi adalah
o mﬁpﬂnizﬁaﬂﬁh laku dan perh_uatap dalam melaksanakan tugas
, kehidupan sehari-hari yang ditetapkan oleh lembaga,

organisasi profesi untuk diberlakukan kepada
gang profesi tersebut.

b alh

instang pe_:mbina. dan/atau
MOEECtANyE atayu yang meme
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23, Majelis Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim
yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan Kode Etik serta
menyelesaikan pelanggaran Kode Etik vang dilakukan oleh ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Tk, Pelanggarat Kode Etik ASN adalah “ga_'[a bentuk Elk&p. ]Jl:]‘lllﬂ.'ﬂl, PE-TbuE.‘tﬂIl.
tulisan atau ucapan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps
ASN dan Kode Etik.

25. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yvang berwenang untuk membentuk
Majelis Kode Etik dan memberikan sanksi atas pelangzaran Kode Etik yang
dilakukan oleh ASN.

26, Pelapor adalah pihak yvang melaporkan kepada pejabat yang berwenang
tentang adanya atau sedang terjadinya peristiwa pelanggaran Kode Etik oleh
ASN.

27, Terlapor adalah ASN vang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASN,

28. Pengadu adalah seseorang vang memberitahulkan disertai permintaan kepada
pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan
pelanggaran Kode Etik.

Eg-iﬂiﬂm‘i adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan pemeriksaan tentang suatu palanggaran Kode Etik yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

30.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada
pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran
Kode Etik.

31. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan
pelangparan Kode Edk,

32.Unit Pelavanan Pengaduan yang selanjutnya disebut UPP adalah Unit
Pelayanan Pengaduan yang dibentuk pada Pemerintah Daerah atau Perangkat
Daerah,

33, Cratifikasi adalah permberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa
bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan
fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri vang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atay tanpa sarana
elektronik.

34. Tindakan Administratif adalah pemberian sanksi administratif kepada ASN
seguai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat
dari pelanggaran Kode Etil.

35. Pejabat vang berwenang adalah pejabat pembina kepegawalan daerah atau
pojabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjulk.

BAB [1
MARKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku,
perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan tugas serta kehidupan sehari-hari.

[2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mendorong  pelakssnaan tugas gesuai dengsn ketentuan peraturan
PeTundang-indangan;
b. meningkatkan disiplin bailk dalam pelaksanaan tugas maupun hidup
bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kega yang

dan kondusif; |

C.
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d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
e. meningkatkan citra dan kinerja ASN,

BAB 1II
NILAI DASAR, PRINSIF DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Nilai Dasar
Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN meliputi:

a. ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. semangat nasionalisme; g3 i

d. mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau
golongan; .

e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;

g. tidak diskriminatif;

h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tnggi;

i. semangat jiwa kKorps;

j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang lubur;

. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

| memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebjjakan dan program
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
alkurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tnggi;

o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kegja sama; )

p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawar,

q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan _ 2

r. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai

iperangkat sistem karier,

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4
Profesi ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a. nilai dasar; :
b. kode etik;
c. komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi vang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akadernil
f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g profesionalitas jabatan.
Bagian Ketiga
Ruang Linglkup
Pasal 5
uang lingloup Kode Etik terdivi dari:
a. sikap;
b, perilaky;
C. Pthuata.n-r
d. tulisan; dap
e. ucapan
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BAB IV
FKC}DE ETIK

FPasal 6

Setap AEP’I dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
waiib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

a. etika dalam bernegara;

b. etika dalam berorganisasi;

¢, etika dalam bermasyarakat;

d. etika terhadap diri sendiri; dan

e, etika terhadap sesama ASN.

Pasal 7

(1) Eﬁ-’fa dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
meliputi
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara, _
¢. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlalu dalam
melaksanakan tugas; }

e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan permerintahan
yang bersih dan berwibawa, )

f menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, seria tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;

h. mengm.m&k!‘m atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara
efesien dan efektif; dan

i tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

(2] Etika dalam berorganisasi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

meliputi:

a. Iz::lﬂkaang]mn tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

b. menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia dan penting;

c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetaplan oleh Pejabat yang
berwenarg;

membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja DIEEnisasi;

menjalin kerja sama secara kooperatil dengan Perangkat Daerah atau

Unit Kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tyjuan;

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka,

peningkatan kinerja organisasi;

. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;

j. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan alasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain di dalam maupun, di luar lingkungan kerjanya
dengan tujuan keuntungan pribadi, golengan atau pihak lain;

k. bekerja déngan jujur, tertib, cermat dan bersemangat Seria
bertanggungjawab untuk kepentingan organisasinya, ;

. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tingg
kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas
kﬁwﬂjihamya;

m. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaul  batas

kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungiawaban tUgas

& atasan langsung;

" A

-
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n, menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan,
ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan
iy I-I:Etentuan Perundang-undangan guna mewujudkan tercapainya
tujuan organisasi;

o. melakukan kefjasama dan keordinasi yang baik secara kooperatif dalam
melaksanakan tugas dengan Perangkat Daersh terkait dalam rangka
mencapai tujuan;

p. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dﬂ“Eﬂ_I‘-_l

| pihak lain untuk urusan kedinasan yang diduga untuk kepentingan diri
sendiri/kelompok /golongan; _

q. tidak berkompromi dengan pihak manapen vang berpotens merusak
nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;

r. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan
semua barang mililkk Negara,/Daerah sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan; .

s. tepat wakiu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang
berhubungan dengan kepentingan dinas;

t. dalam menjalankan 1;5;25 harus senantiasa menjaga kehormatan
institusi dengan memakai seragam lengkap dlli.ngm'l atributnya yang
berlaku di lingku wilayah Pemerintah Daerah; dan

u. bersikap mﬁnﬂ?ﬁ{ahjﬂé}kﬂn dan transparan dalam ﬂ?Eﬂ_Tﬂ_lﬂ“kﬂ“ tugas
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan menyampaikan keluhan
atau pengaduan yvang berhubungan dengan pekerjaan secara huul-]fllm_!‘ 4

(3) Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 6 hu
meliputi: .

a. mewujudkan pola hidup sederhans; :
b. mmﬁ]erﬂ:an pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih
dan tanpa unsur pemaksaan, . ‘

s membet-ﬁan pelayanan secara cepat, topal, terbuka, dan adil serta tidak

R s daan lingk asyarakat;
. tan terhadap keadaan lingkungan mas) =
S bﬁréﬂtam kepada peningkatan kessjahteraan masyarakat dalam
laksanakan tugas, N
f E::'S:ikﬂp terbuka da.rn responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan
E&Tta dapat dari masyarakat; _
E- menuﬁ::kkan gikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

' dahlean danfatau meremehkan harga diri orang lain; dan
) uhcrpedﬂk r?im:kuf dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan
masyarakat Wimm.
(4) Etika tgrhada_p diri sen
:w]ftl:trldgn terhuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
bl Jhejrr_inda.k dengan penub kesungguhan dan ketulusarn;
C
d

i
diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

dari i i ibadi longan;
i flik kepentingan pnhad:uknlnmpﬂi-: maupun go
] mﬁﬁ[ uk;;}c meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

ketrampilan, dan sikap; gt |
e. memiliki daya juang yang trigss )
f memelihara keschatan rohari m'jasrl;cill-];:au -
g menjaga lkeutuhan dan kehﬂ.lTl'}ﬂmSﬂJl _E;a.
h. berpenampilan sederhana, rapih, dan Sopan;
i, tidak melalukan perbuatan asusila atau tercela; . g
i, tidak memasuki tempat-tempal yang dapat mencemarkan kehorma
i dalam rangka tugas,
c:;taan maupun perbuatan yang dapat _menurulnkﬂ.n
ribadi maupun citra instifusi Pemerintah

martabat pegawai ke

k. tidak melakukan per .
harkat, martabat gebagal P
Daerah;

i 7 l
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ﬂdﬂk mﬂiﬂlﬂji{aﬂ Pémerasan, penggelapan, perbuatan perzinahan,
prostitusi, perfjudian dan minuman yang memabukkan;

, tidak menggunakan dan /atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika

dan/atau sejenisnya van tuarn aturan
pcmndang-unda_nggn; yang bertentangan dengan keten W
menjadi dan‘=emberi contoh teladan yvang haik;

menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta
peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;

tidak me]a._kukan hal-hal Yang mengganggu lingkungan dan suasana l{f.'ljf:‘l
pada saat jam kerja;

tidak menerima hadiah atau pemberian atau gratifikasi yang berkaitan
dlengan pelaksanaan tugas;

tidak menggunakan walktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan
F::mcnnmh Daerah untuk kepentingan pribadi;

tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal
yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis;

tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan
kolusi, korupsi dan nepotisme; dan

. berlaku bijak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pribadi,

kelompok, golongan, institusi, pihak lain di media sosial, antara lain :

1. menjaga kerahasiaan vang menyangkut kebijakan Negara/Daerah,
n'{emherikan informasi secara benar dan tidak menvesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

2. tidak menyalahgunzalean informasi intern Negara/Daerah untuk
mendapat atau mencan lkeuntungan atauy manfaat bagi diri zendir
atau oreng lain;

3. menjaga sikap sopan, menunjukan kedewasaan dir, tidak vulgar dan
mengandung unsur pornogrofi serta menjags wibawa dan kesantunan
ASN saat memajang foto dan video ke media elektronik {update status,
selfie, dan sejeniznva), sémisal:

a) tidak menjulurkan ldah ketika wupdate status, selfie dan
sejenisnya,

b} tidak melakukan mengupload ke media sosial selfie, update status
atau sejenisnya yang tidak ada hubungannyva dengan tugas dinas
pada saat menjalankan tugas kedinasan.

4., memastikan bahwa informasi yang dizebarluaskan jelas sumbernya,
dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur
kebohongan;

5. tidak membuat dan menyebarluaskan (share, broadcast,  upload,
retweet, repost instagram dan sejenisnya) informasi atau berita palsu
(hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi di
media elalctronil;

6. tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi fshare, broadeast,
upload, retweel, repost instagram dan sejenisnya) yang memiliki
muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam:
a) menyampaikan dan/atau menyebarluaskan pendapat baik lisan

maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan kebencian
terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik [ndonesia
Tahun 1945, Bhineka Tunggal [ka, NKE] dan Pemerintah;

b] menvampaikan danfatau menyebarkan pendapat baik lisan
maupun tertulis lewat media sosial vang mengandung ujaran
kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar

c) m:n&ﬁl;;:ﬂpi atau mendukung sebagsi tanda setuju pendapat
scbagaimana angka kesatu dan kedua dengan memberikan bkes,

dislikes, love, refuest aian commernt di media sosial,
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o Eﬂﬁutthndap & ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal E: huruf e

a. saling menghormati P eluk
2 warga [MNegara yang MmMemelw
AgAITA j kepercayaan yang berlainan;

b. mﬁmﬂm raza PErsatuan dan kesatuan sesama ASN;

c. saling menghormati antara teman sejawat bailc secars vertikal maupun
horizontal r.:_lalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

d. mcnrghalrgai pgrbedann pendapat;

e. menjunjung tmgg:: halukm dan martabat ASN;

{ menjaga dan menjalin kerja sama vang kooperatil sesama ASN;

o dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam
m!:mpt:du.a_ngl_mn hak-haknya; dan

h. etika vang baik dan sopan dalam berkomunikasi sesama PNS termasuk
dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan
mengpunakan media elektronik.

BAB V
' MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 8

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan :

a. Keputusah Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan ASN
yang menduduki jabatan struktural Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi
Pratama dan jabatan fungsional tertentu golongan IV/a ke atas; dan

b. Keputusan Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik
dilakukan ASN yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas dan
Feiaksana,-'fuugsiunaj tertentu golongan I/a sampai dengan golongan
Hi/d.

{3] Tata cara pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ﬂ.jfﬂt.

1) sebagai berikut:

a. untuk kategori dugaan pelanpgaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2}
huruf a, pembentukan Majelis Kode Etik diusulkan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang bersangkutan kepada Bupati melalui BEPSDM,

b. untuk kategor dugaan pelanggaran sebagaimana dimalesud pada ayat (2}
huruf b, pembentukan Majelis Kode Etik diusulkan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM.

(4] g::ifnmtm Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

a. 1 (satu] orang ketua merangkap anggoeta;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
¢. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

(5] Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) erang, maks
Jumlahnya harus ganijil.

18} Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari
jabatan dan mﬂj{at_ ASN vang d‘l[‘.‘rﬂl"ikﬂ karena did EFe mehnggar Kode Etik
atau setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang

iperiksa, !

r"] UE"LII&IJ. pembentukan I'..'I.a_‘ie]'iﬁ Kode Etik -E'Ehﬂ.g&'l'mani;_ dimalksud pﬂda ayat {3}
dfl-l'-l naskah Keputusan pembentukan Majelis kKode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4], menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
humf A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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i5) Etii-:.a t;lﬂﬂdap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e
melipuT: '

a. saling menghormati  sesama warga MNegara Yang merneluk
agama/kepercayaan yang berlainan;

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;

c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertilal maupun
horizontal dalam suaty unit kerja, instansi, maupun antar instanal;

d. menghargai perbedaan pendapat;

€. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;

f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN;

g berhimpun dalam saty wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam
memperjuangkan hak-haknya; dan

h. ctika yang baik dan sopan dalam berkomunikasi sesama PNS termasuk
dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan
menggunakan media elektronik.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
FPembentukan
Pasal &

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
(2] Fernbentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan :

a Keputusan Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan ASN
vang menduduld jabatan struktural Pejabat Tinggi Madva, Pejabat Tinggd
Pratama dan jabatan fungsional tertentu golongan IV /a ke atas; dan

b. Keputusan Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik
dilakukan ASN vang menduduli jabatan Administrator, Pengawas dan
Pelaksana/fungsional tertentu golongan l/a sampai dengan golongan
Imi/d.

(3] Tata -:fa:a. pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
|1] Sﬂhﬁgﬂl berilcut:

g, untuk kategori dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurnf a, pembentukan Majelis Kode Etik diusullkan oleh Kepala Peranghkat
Daerah vang bersangkutan kepada Bupati melalui BKPSDM.

b. uatuk kategori dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, pembentukan Majelis Kode Etik diusulkan oleh Kepala Perangkat
Daerah vang hersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM.

(4) Keanggotan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir
dari:

a. 1 (satu) orang ketusa merangkap ANgEota;

b. 1 (satu) orang sckretaris meranghap anggota; dan

c. sekurang-kurangnyva 3 (tiga) orang anggota.

i5) Dalam hal keanggotman Majelis Kode Etik lebhih dard 5 (lima) orang, maka
jumlahnya harus ganjil.

[6) Jabatan dan pangkat anggota Majelis KEode Etik tidak boleh lebih rendah dari
jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik,
atau seridak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang
diperiksa.

(7) Usulan pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dan naskah keputusan pembentulan Majelis Kode Etik scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
huraf A dan huruf B Lempiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupa ini.
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Pazal 9

palam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan ASN dan ketentuan mengena
ceanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2}
dan ayat (4] tidak dapat dipenuhi Perangkat Daerah yang hernangkutaﬂbls}'lnﬂilﬂﬂ
keanggotaan Majelis Kode Etik dapar berasal darl pejabat pada BK 1

Inspektorat dan Bagian Administrasi Hukum.,

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Pasal 10

Majelis Kade Etik sehagaimana dimaksud dalam Pasal o, mempunyal tugas:

s, melakukan pemeriksman pendahuluan terhadap laporan dan/atau
pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik; -

b. melakukan persidangan dan menctapkan jenis pelanggaran Kode Etik;

¢. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan P

d. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik lkepada pejabat yang
berwenang,

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Majelis

Kode Etik berwenang :

a. memanggil ASH untuk didengar keterangannya sebagai terlapor; 3

b, menghadirkan salsi untuk didengar keterangannya guna kepentingan
pemerikaaan; .

¢. mengajukan pertanyasn secara langsung kepada terlapor dan/atau saksi
mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan terlapor;

d. memutuskan dan/atau menetapkan tedapor terbukti atau tidak terbulkti
melakukan pelanggaran;

c. memutuskan den/atau menetapkan sanksi jika terlapor terbulti melalukan
pelanggaran Kode Etik; dan

{ merekomendasikan sanksi moral atau sanksi administratif.

Pasal 12

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban;

a melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk
mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti
berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode Enk;
menentukan jadwal sidang;
menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
memimpin jalannva sidang;
menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik
. maunpun saksi untuk merumuskan keputusan sidang;

. menandatangani keputusan sidang;

h. membacakan keputusan sidang; dan

i. menandatangani berita acara sidang.

(2} Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

a. menyiapkan administrasi persidangan;

b. membuat dan mengirimkan surat panggilan keopada terlapor,

pelapor/ pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;

©. menyusun berita acara sidang;

d  menyiapkan konscp keputusan sidang

& menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;

ok RO

1]
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. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
dan

g menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban: :
N ;-;dmﬁ“kﬂn pertanyaan kepada terlapor dan saksi untuk kepentingan
ang,

b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta atatipts
tidak; dan

c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan
peninjauan di lapangan hila diperlukan

BAB V1
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan dan Pengaduan
Fasal 13

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh
ASN dapat melaporkan secara lisan atau tertulis kepada UPP pada Perangkat
Daerah tempat ASN tersebut bertugas.

(2) Dalam hal UPP scbagaimana dimaksud pada ayat (1] belum terbentul, maka
dugaan pelanggaran Kode Etik oleh ASN dilaperkan secara langsung
Kepala Perangkat Daerah tempat ASN tersebut bertugas dengan tembusan
disampaikan kepada Bupati, Sekretaria Daergh dan nspekioral

(3) Dugaan pelanggaran Kode Etik juga dapat diketahui melalui :

hasil pemeriksaan Aparat Fengawas Intern Pemerintah;

hasil pengawasan melekat Atasan Langsung

informasi dari media cetak dan elektronik;

pengaduan dari masyarakat, dan

informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah

Daarah.

P RDOoRE

i4) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada Iayat (1}, ayat [2Z]

dan ayat (3] akan ditindaklanjut apabila laporan yang didukung dengan
bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas vang jelas dari pelapor.

|5) Terhadap sctiap laporan pelanggaran Kede Etik vang disertal bukti dan

eh Kepala UPF atau Kepala Perangkat

identitas pclapor disampaikan ol i -
Dacrah kepada pejabat yang Derwenang sebagai bahan pertimbangan

pembentukan Majelis Kode Etik.

{6) Kepala UFF atau Kepalzs Peranghat E-aarahl yang tidak menindaklanjuti
laporan dugaar Kode Etik ssbagaimana dimaksud pada avat (4)
dan ayat (5) dianggap melakulan pelanggaran Kode Etik.

(7] Laporan secara lisan atau sertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan format schagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang

n bagian tidak terpieahlan dari Peraturan Bupati ini.
" Pasal 14

Setiap pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etk sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 13 berhak: . |
mengetahui tindak lanjut laporan yang disampailcan;
mengajukan saksi dalam pm:E‘ persidengan;
mendapatkan perfimdungan; ]
mendapatkan salinan berita acara persidangan,

5

RO R

Fasal 15
Setiap terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:
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o

memenuhi semua panggilan sidang;
mﬁﬂﬂhlﬂfl‘i Ei.d.ﬂ]'lg;. .

menjawah pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etil; ajelis Kode
memberikan keterangan untuk memperlancar jalannys sidang

Etik; dan
berlaku sopan selama persidangan

ff o

Pasal 16

setiap terlapor dugsan pelanggaran Kode Etik berhak:

mingemhui uusunf: keﬁe;.a;gumu Majelis Kode Erik sebelum pelaksanaan
sidang; ; - L
b. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik ’E“d‘"'z'."’ndm
maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kera sebelum sidang
dilaksanakan;

mengrjukan pembelaan;

mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan

menerima salinan keputusan sidang.

d.

e n

Pazal 17

i i i i ketentuarn
Qaksi berhak mendapat perlindungan gehagaimana dmitur dalam :
undang ai perlindungan saksl

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengen
korban.
i Bagian Kedua
Pemanggilan
Pasal 18

imania dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan

{1} Terhadap terlapor Seb ;
pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang, )

(2} Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dilakukan paling banyak 2
idua) kali dengan ketentuan pemanggilan pertama selama 3 ftiga) hari kerja,
dan pemanggilan kedus selama 3 (tiga) hari kerja.

13 Pemanggilan gehagaimana dimaksud pada ayat 2 {dua) dilakukan dengan
men format panggilan sebagaimana tercantum dalam huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peratuian Bupati ini.

Pasal 19

ggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

{1} Dalam hal telah dilakukan peman
Kods Etik melaksanakan sidang

18 dan terlapor tetap tidak hadir, Majelis

taripa kehadiran pelapor. ) .
(2) Sidang Majelis Koce Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam jangha walkfu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dibentuknya

Majelis Kode Etik. :
(3} Dalam melaksanglan sidang gebagaimana dimaksud pada ayat (2] Majels

Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah

Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Paszal 20

dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya

Pemeriksaan terhadap terlapor
terlapor dan Majelis Kode Etik.

dapat diketahui dan dihadiri oleh

12 i
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Pasal 21

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Mejelis Kode Etik
dan terlapor. e

(2) Dalam hal terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Fﬂmﬂﬂ‘:ﬂﬂlﬁ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangar 2/
Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor &
bersedia menandatanganinya, 3

(3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] d'ﬂ;’“‘
rangkap 3 {tiga] dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraiuran
Bupati ini.

Bagian Keempat
Keputusan
Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersanghutan
diberi kesempatan membela diri dalam sidang Majelis Kede Etik. -

(2] Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan terlapor terbuku
atau tidak terbukti melakukan pelanggaran - )

(3) Dalam hal terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi.

{4 S3anksi schagaimana dimaksud pada ayat (3] dicantumkan dalam keputusan
sidang Majelis Kode Etik.

(5] Keputusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
bersifat final.

(6] Keputusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk
membuat keputusan penetapan penjatuhan sanksi.

(7) Keputusan sehagaimana dimaksud pada ayat (1] menggunakan f:rrrlfl.ﬂt
sebagaimana tercantum dalam huruf F lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

{1} Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat,

12} Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

[ Anggota Majelis Kode Etik yang mrrqilild perbedaan pendapat terhadap
keputusan  sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tetap
menandatangani keputusan sidang dan dituangkan dalam berita acara
sidang.

(4] H:pug.laan Majelis Kode Etik bersifat final.

" Pasal 24

{1} Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administratf kepada pejabat
yang berwenang apabila terbukt perbuatan terlapor termasuk ke dalam
pelangearan disiplin.

(2] Rekomendasi z:phagﬂimana dimaksud pada ayat (1| disampaikan paling
lambat 5 {lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etilk.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diberikan dengan
menggunakan format sehagaimana tercantum dalam huruf G lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini
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Pasal 23
I Kode Etik waji ‘kgaan dan keputusan
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemerixsas
sidang sebagai Irekumendaaj kepada pejabat yang Ferwenang dalam menetapkan
keputusan penjatuhan sanksi moral,

BAB VII
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanlsi
Pasal 26

(1) ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dijatuhi sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayal 1) 1i""—“"—"l:'ﬂ,1:"‘31""1"’E"’:"“"'El
bersalah- disertai permchonan maaf dan/atau penyesalan dar ASN yang
melanggar Kode Etik. \

[3) Pernyataan bersalah disertai permohonan maal dan/atau penyesalan darl
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dibacakan/dinyatakan Ssecars
terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang
dilakulean R

(4 Derajat pelanggaren sebagaimana dimaksud pada ayat (3] meliputs
pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik
dan dicantumkan dalam rekamendasi kepada pejabat yang berwenang dengan
rincian sebagai berilut:

a. sanksi moral untuk pelanggaran ringan
dihadapan pcjabat yang berwenang:

b. sanksi moral untuk pelanggaran sedang dinyatakan secara terbuka pada
keglatan forum resmi di Peranglat Daerah; dan

e, sanksi moral untuk pelanggaran berat dinvatakan secara terbuka pada
forum resmi Pemerintah Dacrah.

(5) Forum resmi di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b dapat berupa apel pagi, upacara, dan/atau pertemuan tingkat Perangkat
Daerah yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah.

(6] Forum resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf
¢ dapat berupa apel pagi, upacara, dan/atau pertemuan di tingkat
Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dipimpin cleh Sekretaris Daerah,

dinvatakan secara tertutup

Pasal 27

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan keputusan Sidang Majelis Kode Etik.

{3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] memuat dengan
jelas kode etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

(4} Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan
format sebagaimana dimeksud dalam huruf H Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1) Fenyampaian keputusan pejabatl yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan kepada ASN yang bersangkutan yang
dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian. -

(2] Berita Acara penyampaian sanlsi moral sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
mengpunakan format sebagaimana tercanium dalem huruf | Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Feraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Tindakan Administratif
Pasal 29

(1) ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh

Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebutl merupakan pelanggaran

disiplin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya

djlﬂkﬂmﬁﬂdﬂ.ﬂikﬂﬂ I{epada pejabat yang berwenang untuk dikenakan

penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama
7 {tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasgal 30

Fej;.-lbﬂt yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada

Pasal 27 adalah:

a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan olah ASN yang
menduduld jabatan struktural pejabat tingsi madya, pejabat tinggi pratama
dan jabatan furgsional tertentu golongan IV/a ke atas;

b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pclanggaran Kode Etik dilakukan oleh ASN
yang menduduki jabatan administrator, pengawas dan pelaksana/ fungsional
tertentu golongan 111/a sampai dengan golongan II/d; dan

c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan
oleh ASN yvang menduduld jabatan pelaksana/ fungsional tertentu golongan

I/a sampai dengan golongan 11/4d.

BAB V1
REHABILITASI

Pasal 31

(1) ASN yang tdak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi
nama baiknva, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
{2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB LX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengawasar atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh

BEPSDM.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuail peraturan perundang-undangan,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

e Pasal 33

Kode Etik dan sanksi dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi ASN yang
berstatus diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
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BAE X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

E;lbi;ﬂ'ii ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang
ng.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 DSE"-"J'-.I:’UF 2018

‘Diundanglean di Curup
Pada tanggal 3 Desember 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR Sio
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